| SALINAN I

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN

Menimbang

Menginegat :

o

CORONA VIRUS DISEASE 2019 ({COVID-19)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiphin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upava Pencegahan Dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019,
bahwa untuk memperlancar pelaksanaan penerapan disiplin dan
penegakan hukum protokeol kesehatan pencegahan dan
pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), maka perlu
pengaturan mengenai teknis pelaksanaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor
4 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian
Corona Virus Disease 2019 (covid-19);

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indomnesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19384
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 3723);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258. Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4060);
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Menetapkan :

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor g9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3679);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020
tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona
Virus Disease 2019, bahwa untuk memperlancar pelaksanaan
penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan
pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19] (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2020 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 04});

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PERAPENERAPAN DISIFLIN DAN FENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19).



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2,

Daerah adalah Provinsi Gorontalo

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penvelenggara Pemerintahan Daerah vang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Gorontalo.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19)
Provinsi Gorontalo vang selanjutnya disebut satuan Tugas Provinsi
adalah tim yang dibentuk eleh Gubernur Gorontalo, mempunyai
tugas melaksanakan dan mengendalikan kebijakan strategis vang
berkaitan dengan penanganan Covid 19 di daerah.

Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnyva disebut Cowid-19
adalah penyakit menular vang disebabkan oleh Sewvere Acute
Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.

Masker adalah kain atau jenis lainnya yang menutupi hidung dan
mulut hingga dagu, vang berfungsi melindungi dan mencegah
partikel atau zat lainnyva masuk ke dalam tubuh.

Surat Ketetapan Denda Administratif vang selanjutnya disebut
SKDA adalah keputusan vang menentukan besarnya nilai denda
administratif yang wajib dibayarkan oleh setiap orang, pelaku
usaha, badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun
bukan badan hukum, pengemudi kendaraan bermotor dan pemilik
moda transportasi atas pelanggaran Protokol Kesehatan, vang
selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19, Pemerintah
Daerah mempunyai tugas:

a.

b.

melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi
pencegahan dan pengendalian wabah COVID-19;

melakukan pemeriksaan, pelacakan, isolasi dan pengobatan
terhadap penderita;

melakukan pengawasan perjalanan orang vang masuk ke Daerah;

. melakukan disinfeksi, dekontaminasi, dan/atau deratisasi terhadap

barang dan/ atau sarana transportasi;



e. melakukan pemberian vaksinasi, profilaksis, rujukan, disinfeksi,
dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi; dan/atau

f. melakukan upaya lain vang diperlukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Dalam melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan
informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a,
Pemerintah Daerah membentuk tim sosialisasi pencegahan dan
pengendalian COVID-19.

(2] Tim sosialisasi sebagaimana dimaksud pada avat (2), terdiri atas :
a. unsur pemerintahan daerah;dan
b. unsur masvarakat vang meliputi, alim ulama,

akademisi/pakar/ahli, pers, dan tokoh masyarakat lainnya.

(3) Susunan dan tugas keanggotaan Tim sosialisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

Pasal 4

(1) Setiap orang atau penyelenggara yang akan melaksanakan kegiatan
di tempat terbuka dan menimbulkan kerumunan wajb
mendapatkan izin keramaian dari kepolisian melalui rekomendasi
dari Satuan Tugas.

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi persyaratan yang meliputi :

a. mengajukan surat permohonan rekomendasi

b. melampirkan foto copy kartu tanda penduduk;

¢. melampirkan susunan acara;dan

d. pernyataan kesediaan untuk menerapkan protokol kesehatan

dalam pelaksanaan acara.
(3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada avat (1] tercantum
dalam format | Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5
(1) Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Pemerintah Daerah dapat

membentuk tim terpadu penegakan hukum protokol kesehatan
dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
(2) Tim terpadu penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat terdiri atas:
a. Satpol PP Provinsi
b. perangkat daerah terkait;
c. unsur Kepolisian;
d. unsur Tentara Nasional Indonesia;



(3)

(1)

(2)

e. unsur instansi atau lembaga terkait; dan

f. unsur pemerintah kabupaten/kota.

susunan keanggataan tm terpadu sebagaimana dimaksud pada
avat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

Setiap orang dalam pelaksanaan penerapan disiplin @ dan
penegakan hukum protokel kesehatan dalam penanggulangan
Covid- 19, wajib:
a. menerapkan perilaku disiplin pada aktivitas luar rumah dengan
melaksanakan protokol kesehatan vang meliputi:
1. cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan
lainnya;
2. menggunakan masker di luar rumah; dan/atau
3. menjaga jarak fisik (physical distancing).
b. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam beraktvitas;
c. menjaga dayva tahan tubuh;
Penggunaan masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
angka 2, dikecualikan pada saat makan/minum.

Pasal 7

Setiap pelaku usaha, pengelola, penvelenggara, dan penanggung jawab
kegiatan tempat dan fasilitas umum dalam pelaksanaan Penerapan
Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam
penanggulangan Covid-19, wajib:

f.

b.

menerapkan adaptasi kebiasaan baru dalam Pencegahan dan

Pengendalian COVID-19 pada kegiatan/usaha;

menerapkan perilaku disiplin penerapan protokel kesehatan dalam

melaksanakan kegiatan/usaha, yang meliputi:

1. melakukan pembersihan dan disinfeksi tempat pelaksanaan
kegiatan;

2. menyediakan fasilitas tempat cuci tangan yvang memadai dan
mudah diakses:

3. melakukan  pengecekan suhu  badan  bagi  seluruh
orang/pengunjung vang datang pada kegiatan /tempat usaha;

4. memasang media informasi vang berisi ketentuan kedisiplinan
menggunakan masker, menjaga jarak fisik (physical distancing,
mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan pencuci
tangan berbasis alkohol;dan

5. melakukan pembatasan jarak fisik paling kurang 1 (satu) meter.



BAB Il
SANKSI
Pasal 8

(1) Setiap orang yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa :

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

b. kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum; dan/atau

d. denda administratif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh
ribu rupabh).

(2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
dikenakan pada saat pertama kali pelanggaran dilakukan.

{3} Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf b,
dikenakan setelah pelanggar mendapatkan teguran lisan.

(4) Kerja sosial sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1] huruf
¢, dikenakan setelah pelanggar mendapatkan teguran tertulis.

(5) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan di
lokasi terjadinva pelanggaran paling lama 2 (dua) jam dengan
memakai atribut vang bertuliskan “pelanggar protokol kesehatan
COVID-19",

(6) Dalam hal pelanggar tidak melakukan kerja sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (4], dikenakan denda administrasi.

Pasal 9
Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, dan penanggung jawab
kegiatan vang tidak melaksanakan kewajiban menerapkan perilaku
disiplin penerapan protokol kesehatan dalam melaksanakan
kegiatan/usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan
sanksi administratif berupa:
a. teguran lisan,
b. teguran tertulis;
c. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
d. pembubaran kegiatan;
e. penghentian sementara kegiatan;
f. pembekuan sementara izin; dan/atau
g. pencabutan izin.

Pasal 10
(1) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (1) huruf d dan Pasal 9 huruf c setelah dilakukan
penerbitan SKDA dan berita acara pemeriksaan berdasarkan
bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar Pendisiplinan
Protokeol Kesehatan.



(2} Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dapat dilakukan secara tunai atau nontunai.

(3} Denda administratil sebagaimana dimaksud pada ayvat (2} wajib
disetorkan ke Kas Daerah.

(4] Format SKD, bukti pembayvaran sanksi denda adminsitratil dan
berita acara pemeriksaan perorangan dan berita acara
pemeriksaan pelaku usaha sebagaimana dimakud pada avat (1]
tercantum dalam format I, format I, format 1V dan format V

dalam Lampiran peraturan Gubernur im

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19, Satuan
Polisi Pamong Praja Daerah mendata nama, alamat dan Nomor Induk
kependudukan bagi pelanggar ketentuan Peraturan Gubernur ini
untuk dimasukkan ke basis data aplikasi Covid-19,

BAB 111
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinva memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya _ .
Ditetapkan di Gorontalo

EDE{J

nsi G alo, 'pnada tangEzal 27 Oktober

. THTANDA TANGANI SEC HH.
ELERT RSB OLEH :

.,.._g;g}'f' artntengo, S.H., M.H.

“Pemtha Utama IJ/Iuda (VI/c) ﬁ
NIP. 19700115 199803 1 011
RUSLI HABIME
Gatmmur Givoniaic

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 27 Oktober 2020
SEKRETARIS DARRAM PROVINSI GORONTALO,
ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR .53
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LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALQ
NOMOR : 53 TAHUN 2020
TANGGAL 27 Oktober 2020
TENTANG : PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALOQ
NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM
RANGKA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS

DISEASE 2019 {COVID-19),
FORMATI : REKOMENDASI
FORMATII : SKDA
FORMAT III : BUKTI PEMBAYARAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF
FORMAT IV : BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERORANGAN
FORMAT V : BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PELAKU USAHA,

PENGELOLA, PENYELENGGARA, ATAU PENANGGUNG JAWAB
TEMPAT, DAN FASILITAS UMUM
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FORMAT I

SATUAN TUGAS COVID-19 PROVINSI/KAB/KOTA

REKOMENDASI
NOMOR.......cionnmnmnreivsssisss

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2020

tentang Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upava Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 dengan
ini merekomendasikan kepada :

Nama / Penanggungjawab

Alamat

Untuk :

1. Melaksanakan kegiatan...............ccovavaes

2. Waktu Pelaksanaan tanggal......bulan....... tahun... jam.........8/d......

3. Tempat PelakSanain.....cococ v cammmranimnmmanmmmnninranmiasasnsiasists tasaasnss

4. Mematuhi Protokol Kesehatan yang meliputi menyediakan tempat cuci
tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak.

5. Apabila pemohon tidak memenuhi persyaratan protokol kesehatan,

maka rekomendasi ini dinvatakan tidak berlaku dan pelaksanaan
kegiatan dapat dibubarkan / dihentikan.

Demikian Rekomendasi ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

SATUAN TUGAS COVID-19
PROVINSI/KAB/KOTA

-~
E DITANDA TANGAN] SECARA
ELEETRONIE OLEM -

AR

RLUSLI HABIBIE
e Goroniai

e ——p— — —— - "
_r HTJ‘I{HL?H ASISTEN SEKDA | WAGUB |

e



FORMAT 2 Nomor Seri: 000001

| PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO KDA |
B .. mepanEmmaean b e
| Telp. [0435) 821277 /821446 Fax (0435) 821446 | esusd Perda No. 4 Tahun ZLZQ |
Nama ' e o A o [Mama Ferorangan/Ferusahaan)
| Alamal ;
| Jenis Prolokol Kesahatan yang bidak dipatuhi |
L NN o vy ki pan ot e s B A AR A bl T [sebutkan) Conloh; lidak menggunakan masker

| 2. Pelaku Usaha, Pengelcta, p-:nwrenﬂara, atau pENANEEUNE }awah tempat, dan fasilitas umum:
. {sebutkan) conoh’

hﬂlh rn-ln:l'n-rhalmn saran cuci tangan
Atas protokol kesehatan yang tidak dipatuhi, maka ditetapkan denda administratif, sebagai berikut:

;m — | HnﬁlnPﬂHﬂunﬂlnDlndlﬁ.Mﬂhmﬂ
! "1 1 Tarif | vel. Jumiah (Rp) |
| |

| {

]l
e N7 JGmiah pe———s
Cangan Huf :
{

Gorontalo, . . . ETRET: N 20, ...
An. Kepala Dinas/Badan/Mantor/Unit Herja
cne o NS o e

1 Lernbar 1 Ui Bacsn Keuangan Provnel Gomntalo

7 Lambar 2 Unhs DnasPadantamonling Ketji yang berugas dalam peregakan sanks
3 Lmlmmdmﬂﬁﬂ

4 Panandsisnganan dibubuhi Sap DoasBadeniantoniing Kena

DITANDA TANGAN] SECARA
ELEKTRONIK OLEH «




FORMAT 3

Mowrhor Sart: DO0007

' PEMERINTAH PROVINS] GORONTALO
' BADAN KEUANGAN

il LHE PalkA AL LT 1o

Sesual Peraturan Daerah Nomer 4 Tahun 2020

Sesual dengan Sural Kelerdusdn Derds Admesgiasl (SEDA)

Nama
Pekeraan
Alamal

Ceapnalenn Sanka Denda Admensitrabl Rp
| ]
Atas pelanggaran pererapan protokol esshatan dalam pencegahan dan pengendalan Coad-19

Goesilaia 20
Yang Bemanghuian, Pelugas,

DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIE OLEH -

%

&

RUSLI HAEIBIE
Gubermar Gororiaio



FORMAT 4 BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERORANGAN

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI GORONTALO NOMOR 4 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN
DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19

Nomor ; / / ,-’EI!}EUI
Provinsi / Kota / Kabupaten.... i e S SRR A KRR AR LS R
Pada har ini ... Tangga] B - T1E | g1 1| PO Hr:'-rlua..-uhan 'f'-ml_uran Daerah
Provinsi Gorontalo Hnmur 4 Ta.hun 2!}2[} Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol
Kesehatan Sebagai Upava Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19 di Provinsi CGorontalo dan  hasil
pemantauan di laporkan oleh Tim Penegak Hukum telah melaksanakan pemeriksaan terhadap :
A. PELANGGAR (PERORANGARN]
MNama/Tempat tanggal lahir

Hmm[m’pl,rsm”mqmr;hmgdu, =

.]fn.ﬂhth.m.n

Aiamat/Kel Koo Wilkot

Vang menerangkan AR PAda BaFl.. ..ol BOZEAL v.sorser DRI cccrserscssorss TRHUEL oo tempat di
.. dalam wilayah .. RRRRTPERNERE |11 ) | [N R wita. Telah melakukon perbuatan melanggar

P'rml_umn L‘memh MNomor 4 Tahun :.-um Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Frotokeol
Keschatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19. Dengan jenis pelanggaran berupa :

» Tidak menggunakan masker ]
|+ Tidak mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer ] I
s Tidak menrﬁ;plmn aturan jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 (satu) meter ketika berada di Ii
tempat publik —
——— - = = —i
i + Tidak menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (FHBS) 1 |
H. BARANG BUKTI : Foto/Video
. SANKS] YANG DI BERIKAN _
Teguran Tertulis | Kerja Sosial — [ Denda Administrasi SeBEsar. ... =

| [terbilang...

Demicion Boin Ace Pompsiiaten i 0] st Gengan Sehenamyn.

TTD SAKS] SaKSl
Pelanggar

FENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI GORONTALO



FORMAT 5 BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PELAKU USAHA, PENGELOLA, PENYELENGGARA,
ATAU PENANGGUNG JAWAB TEMPAT, DAN FASILITAS UMUM

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM
PROTOKOL KESEHATAN SERAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
COVID-1%9

Nomor : ! ! F2020

Provins [ Kot | KabUpaleIl. . s eceerssmmesreressansssssii s sssosiadassss 4928850011018 0E0 1 18RSI AR AR LA AR LR
Pada hari i c.ooeeeceenien Tanggal.. ..o Bulnn ,T-huu--.......-..... Berdasarkan I"t'mrumn Daerah Provins
Gorontale 4 Tahun 2020 Tentang Penerapan Dia.rplm Dan Penegakan Hukum Protokel Keschatan Sebagai Upaya
Pencegahan Dan Pengendalian COVID- 19 di Provinsi Gorentalo dan hasil pemantavan di laporkan oleh Tim Penegak
Hulkum telah melaksanakan p-rm-rnl-:mn terhadap :
A. PELANGGAR H E :

FASILITAS UMUM)
Nama | Tempat tanggal lahir R PP O SR S RSP SPPP PP LT PRRPTTT
Nomor [KTE/SIM/ [ Paspor ) Kitas «l) b 0O v B o v i R A E E A

Jenis Kelamim R P PR P TR PP EEF R PP ELE LT U

Yang menerangkan bahwa pada  haf.....ooo..... :mmﬂhulan ...Tnhun jreereessectompat el
RSP | 1| |, ¢ | SECNREURISSRRNET 1) |, 1) NSRS B wita. Telah melakukan perbuatan melanggars
Peraturan Daerah Provinsi Gorontale Nemor 4 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum
Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian COVID-19. Dengan jenis pelanggaran berupa :

[« Tidak mtn\rdq.:'l.kan sarana untuk mencuci te mn.;;un d:ng:m menggunakan sabun dan air

mengalir atau hand sanitizer
»  Mengizinkan crang vang tidak menggunakan masker masuk ketempat Il:t;mt:m.l'usuhamt'

o

# Tidak mmnjihkm pegawal [ karyawan menggunakan masker :Iil-rmpn! kegiatan fusahanya

#  Tilak menyediakan alat p-rﬁuiiur sihu tubuh [thermogun)

s+ Tidak menerapkan aturan jaga jarak secara fisik antar orang minimal 1 {satu) meter ketika
__berada di tempat kegiatan (usahanya
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B. BARANG BUKTI : Foto/Video
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Teguran Tertulis :l Denda Administras Selbesar. . oo I:]
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